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2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);



Menetapkan

3.

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009
Nomor 11 Seri E.6);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E. 1);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya
disingkat RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, adalah
Dokumen  Perencanaan  Perangkat  Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023.

Pasal 2

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang Tahun 2018-2023, merupakan acuan bagi
seluruh pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam penyusunan
rencana kerja tahunan untuk tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023.

Pasal 3

(1) RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN



N

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

h. BAB VIII PENUTUP

(2) RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

g Ditetapkan di Padang Panjang
pada t gal 29 Mal 2019

/WALIKOT PADANG PANJANG,

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 M#Al 2019
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BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR B



